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BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR |73 /Kep.Bup/Dikbud/2025
TENTANG

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU

PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan

yang bermutu bagi semua dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar
dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem
Penerimaan Murid Baru, perlu dibentuk Panitia
Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Panitia Penerimaan Murid Baru Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);



2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2021 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
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13.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/ MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
607);

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid
Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 134);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung J abung Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun
2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
adalah sebagai berikut :

a.
b.

C.

melaksanakan persiapan kegiatan penerimaan murid baru;
melaksanakan penyelenggaraan penerimaan murid baru;
melaporkan kegiatan penerimaan murid baru kepada Bupati;
mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penerimaan
murid baru satuan pendidikan di tingkat Kabupaten;
membantu memverifikasi dan memvalidasi data dalam kartu
keluarga calon Murid;

Penyediaan data potensi jumlah calon Murid yang berasal dari
keluarga ekonomi tidak mampu dan potensi jumlah calon
Murid penyandang disabilitas;

melaksanakan pengawasan, pembimbingan, pendampingan
dan pembinaan terhadap Panitia Penerimaan Murid Baru
tingkat Satuan Pendidikan;

mengkoordinasikan penanganan  pengaduan tentang
penerimaan murid baru;

melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan penerimaan murid baru; dan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

i. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada
masyarakat;

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada
Bupati Tanjung Jabung Barat.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Apa) 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

C
24 —

ANWAR SADAT




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 73 /KEP.BUP/DIKBUD /2025

TENTANG

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-

KANAK, SEKOLAH DASAR DAN

SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU

KEDUDUKAN DALAM
S “ARIAN KEPANITIAAN
1. | 1) Bupati Tanjung J abung Barat Pelindung
2) Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
2. | Sekretaris Daerah Pengarah
3. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ketua
4. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Wakil Ketua
Kebudayaan
S. | Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Sekretaris
6. | Kabid PAUD dan PNF Koordinator PAUD
7. | Kasi Pengelolaan Pendidikan SD Koordinator SD
8. | Kasi Pengelolaan Pendidikan SMP Koordinator SMP
9. | 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Koordinator Data Kependudukan
Pencatatan Sipil
2) Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Anggota
10. | 1) Kepala Dinas Sosial Koordinator Data Sosial
2) Kabid Pemberdayaan Sosial dan Anggota
Penanganan Fakir Miskin
11. | 1) Kepala Dinas Komunikasi dan Koordinator Layanan Komunikasi
Informatika dan Informatika
2) Kabid Teknologi Informasi, Komunikasi | Anggota
dan Persandian
12. | Kabid Kebudayaan Anggota
13. | Kabid Pembinaan Ketenagaan Anggota
13. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Anggota
14. | Kasi PAUD Anggota
15. | Kasi Pendidikan Non Formal Anggota
16. | Kasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Anggota
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17. | Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anggota
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Nonformal, Pendidikan Dasar dan Tenaga
Kebudayaan
18. | Pengawas PAUD Anggota
19. | Pengawas SD Anggota
20. | Pengawas SMP Anggota

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
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ANWAR SADAT




